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PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM 
KECELAKAAN LALU LINTAS 
(Studi Kasus di Kota Surakarta) 
 
ABSTRAK 
Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diberlakukan berbeda dengan orang 
dewasa. Pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang 
berhadapan dengan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemidanaan 
terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Proses penyelesaian tindak 
pidana khususnya kecelakaan lalu lintas, apabila yang menjadi pelaku 
pelanggaran tersebut adalah anak-anak atau remaja yang masih belum dewasa. 
Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas harus 
memperhatikan hak-hak anak secara khusus, berdasarkan berbagai peraturan batas 
usia dikatakan anak yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan 
terhadap tindak pidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 
berumur 18 tahun. Prosedur penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku 
dalam kecelakaan lalu lintas yaitu dengan memperhatikan Pengadilan anak dan 
Perlindungan anak, Penyidik anak, Penuntut Umum anak, Hakim anak, Penasihat 
Hukum, dan Petugas Kemasyarakatan. Kemudian penjatuhan pidana oleh Hakim 
Anak pada Pengadilan Anak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik 
bagi anak.         
 
Kata kunci: Pemidanaan, Anak sebagai Pelaku 
 
ABSTRACT 
Children as a doer of criminal act must get different enforced with adults. The 
government must give protection for children’s right that be faced by law. The 
problem statement of this research is the punishment for children as a doer in the 
traffic accident. The method that used in this research is empirical juridic. The 
process of the criminal act solution, especially in the traffic accident, where 
become the doer of traffic accident is children or teenager that still not yet mature. 
Punishment for children as a doer in the traffic accident must pay attention to 
children’s right in particular, based on various regulation boundary age said 
children that able to responsible the act for criminal act is a child who is 12 years 
old but not yet 18 years old. Procedure of solution law for children as a doer in the 
traffic accident is to pay attention to children Jurisdiction and children Protection, 
children Investigation, children Public Prosecutor, children Judge, Legal Advisor 
and Social Officer. Then throwing the criminal by The Children Judge at Children 
Jurisdiction with still pay attention to the best interest for children. 
 






Hukum merupakan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang 
berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan  
pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
1
 Bentuk perwujudannya yang paling 
jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum pidana.
2
 Menurut Moeljatno 
perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
3
 Namun, perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum kerap kali dilanggar oleh masyarakat 
bahkan tak jarang sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, mengendarai 
kendaraan yang kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum 
tampaknya merupakan suatu perilaku yang kurang matang di tengah 
masyarakat. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi 
yang masih di bawah umur sehingga kerap pelanggaran lalu lintas tersebut 
menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
4
 
Dalam proses penyelesaian tindak pidana khususnya kecelakaan lalu 
lintas, dimulai dari proses penyidikan oleh kepolisian yang langsung dari 
TKP, proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum sampai pada tahap 
pemeriksaan di persidangan oleh majelis hakim. Tetapi yang menjadi 
persoalan adalah apabila yang menjadi pelaku pelanggaran tersebut adalah 
anak-anak atau remaja yang masih belum dewasa. Apabila seorang anak 
melakukan tindak  pidana maka pertanggungjawaban seorang anak tersebut 
berbeda dengan pertanggungjawaban orang dewasa. Proses hukum yang 
dijalani juga berbeda dengan proses hukum orang dewasa. Oleh karena itu, 
pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak 
yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak 
juga berlaku ketentuan tersebut.  
Dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, 
wewenang penyidikan dilakukan oleh kepolisian merupakan proses awal 
dalam suatu proses pengadilan anak, karena dapat tidaknya anak yang 
berhadapan dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat 
tergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan polisi dengan terlebih 
dahulu meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Jadi untuk 
ditetapkan sebagai penyidik anak, seorang polisi Negara harus sudah 
mempunyai pengalaman terlebih dahulu sebagai penyidik orang dewasa.
5
 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut: (1)  Bagaimana pertanggungjawaban 
anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas? (2) Bagaimana prosedur 
penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu 
lintas? (3) Bagaimana pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku dalam 
kecelakaan lalu lintas? Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah: (a) Untuk menjelaskan pertanggungjawaban anak 
sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas (b) Untuk menjelaskan prosedur 
penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu 
lintas (c) Untuk menjelaskan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku 
dalam kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai 
penulis dalam penelitian hukum ini adalah: (a) Dapat menambah ilmu 
pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai penerapan ketentuan 
pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas, (b) Dapat 
membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan pihak-pihak 
yang terkait dalam masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak 
yang berminat pada masalah yang sama. 
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2. METODE PENELITIAN 
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan hukum yuridis empiris.
6
 Jenis penelitian yang digunakan oleh 
penulis adalah diskriptif.
7
 Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum 
Surakarta yaitu di Polresta Surakarta Unit Satuan Lalu Lintas, Kejaksaan 
Negeri Surakarta, dan Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan data primer dan data sekunder, data sekunder terdiri 
dari
8
 bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 
Metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data secara 
library research (studi kepustakaan), studi lapangan yang terdiri dari 
observasi dan wawancara. Metode analisis bahan hukum yang terkumpul, 





3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
3.1 Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku dalam Kecelakaan 
Lalu Lintas 
Teori di dalam hukum pidana, anak yang melakukan suatu tindak 
pidana dengan menghilangkan nyawa seseorang dalam kecelakaan lalu 
lintas masih dapat dipidana, walaupun pada hakikatnya anak dipandang 
belum cakap atau belum memenuhi unsur-unsur untuk dikatakan sebagai 
pelaku tindak pidana. Namun, hukum pidana yang berlaku di Indonesia 
telah membuat Undang-undang untuk memberikan kepastian hukum kepada 
anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang karena kelalaiannya 
menyebabkan seseorang kehilangan nyawa harus dipidana sesuai hukum 
Positif. Tetapi karena negara kita memiliki system peradilan anak, maka 
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yang menjadi pedoman dalam penanganan kasus pidana yang dilakukan 
oleh anak adalah Undang-undang Peradilan Anak. 
Hukuman bagi pelaku yang menyebabkan seseorang kehilangan 
nyawanya pada kecelakaan lalu lintas dalam Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pada Pasal 310 
ayat (4) sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor 
Perkara 161/Pid.Sus/2013/PN.Ska yang menjelaskan bahwa setiap orang 
yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain 
meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta 
rupiah) rupiah). Dilihat secara teliti, hukuman yang terdapat pada Pasal 310 
ayat (4) hanya ada dua, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana 
penjara dan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak masing-
masing telah diatur pada Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 
Tahun 1997 yaitu: 
Ketentuan pidana penjara bagi anak nakal yang melakukan tindak 
pidana dapat dijatuhkan  pidana penjara paling lama ½ (satu perdua) dari 
maksimun ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dapat disimpulkan 
bahwa bagi anak yang terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan 
seseorang kehilangan nyawa maka ancaman pidana penjara yang dapat 
dijatuhkan padanya adalah ½ dari pidana yang dijatuhkan dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Karena pidana penjara dalam Undang-undang tersebut adalah selama 
lamanya 6 (enam) tahun, maka bagi anak yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa selama-lamanya 3 (tiga) tahun. 
Ketentuan pidana denda bagi anak yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa pada Pasal 310 ayat (4) 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan dapat dijatuhkan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak 
yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa 





orang dewasa. Dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang terbukti karena 
kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa maka ancaman 
pidana penjara yang dapat dijatuhkan padanya adalah ½ dari pidana denda 
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Karena pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebanyak-
banyaknya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka bagi anak yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa sebanyak-
banyaknya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) 
 
3.2 Prosedur Penyelesaian Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku 
Dalam Kecelakaan Lalu Lintas 
Kedudukan dan kewenangan pengadilan anak yang merupakan 
pelaksana kekuasaan kehakiman namun berada di lingkungan umum, 
mengenai tugas dan kewenangannya sama dengan perkara pidana lainnya 
namun harus memperhatikan perlindungan anak sebagai tujuan utama. 
Kemudian kekhususan pengadilan anak mengenai penyelenggaraan 
pengadilan anak dilakukan secara khusus berdasarkan Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
10
 
Berdasarkan penelitian penulis pada Pengadilan Negeri Surakarta 
dengan Nomor Perkara 161/Pid.Sus/2013/PN.Ska bahwa terdakwa berumur 
17 Tahun, oleh karena itu terdakwa mampu mempertanggungjawabkan 
pidana yang telah ia lakukan karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang 
kehilangan nyawa dapat diajukan dalam sidang anak. Sebagai pembanding 
data lain mengenai kasus anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas 
sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor 
Perkara 156/Pid.Sus/2013/PN.Slmn bahwa terdakwa berumur 15 tahun, oleh 
karena itu terdakwa mampu mempertanggungjawabkan pidana yang telah ia 
lakukan karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa 
dapat diajukan dalam sidang anak. 
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Terdakwa dalam sidang anak adalah anak nakal dengan 
pertanggungjawaban pidana bagi anak dapat diajukan dalam sidang anak 
bahwa batasan umur anak nakal minimum adalah 8 (delapan) tahun dan 
maksimum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Sementara 
itu maksimum umur 21 (dua puluh satu) tahun asalkan saat melakukan 
tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum 
pernah kawin. Namun berdasarkan keterangan tersebut di atas tetap harus 
memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka maupun terdakwa. 
Dalam pasal 41 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak, diakuinya 
penyidik khusus dalam sidang anak yaitu penyidik POLRI yang ditetapkan 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI. Untuk menjadi Penyidik anak, harus 




(1) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang dewasa; dan 
(2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.   
 
Berdasarkan penelitian penulis pada Polresta Surakarta Unit Satuan 
Lalu Lintas dalam praktiknya tidak ada penyidik anak kecelakaan lalu lintas, 
namun dapat ditunjuk secara langsung oleh penyidik POLRI yang 
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat 
lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI. 
Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak, diakuinya 
penuntut umum khusus dalam sidang anak yaitu penuntut umum yang 
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh Jaksa Agung. Untuk menjadi penuntut umum anak, harus 




(1) Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang dewasa; dan 
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(2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. 
 
Hakim anak adalah hakim yang khusus ditetapkan sebagai hakim 
anak, baik di tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Tingkat Kedua 
(Pengadilan Tinggi), dan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung).
13
 
Berdasarkan penelitian penulis pada Pengadilan Negeri Surakarta telah 
dibentuk Hakim Anak. Sementara itu pada kasus dengan Nomor Perkara 
161/Pid.Sus/2013/PN.Ska bahwa Ketua Pengadilan Negeri Surakarta 
menetapkan dan menunjuk Edy Purwanto sebagai Hakim Tunggal dalam 
memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Stefanus Hendra Kristanto Bin 
Irawan Kristanto. 
Sebagai pembanding data lain sebagaimana pada Pengadilan Negeri 
Sleman dengan Nomor Perkara 156/Pid.Sus/2013/PN.Slmn bahwa Ketua 
Pengadwqilan Negeri Sleman menetapkan dan menunjuk Iwan Anggoro 
Warsito sebagai Hakim Tunggal dalam memeriksa dan mengadili perkara 
terdakwa MR.A. 
Bantuan Hukum berarti suatu bentuk bantuan kepada 
tersangka/terdakwa dalam bentuk nasihat hukum. Menurut Darwan Prinst, 
sebaiknya Penasihat Hukum anak diisyaratkan yang mempunyai minat dan 
perhatian terhadap anak, seperti halnya penyidik anak, penuntut umum anak, 
dan hakim anak. Syarat demikian patut diperhatikan, agar hak-hak anak 
dapat dilindungi secara baik.
14
 
 Dalam BAB IV Undang-undang Pengadilan Anak mengatur 
tentang “Petugas Kemasyarakatan” yang dimaksudkan dalam hubungannya 
dengan pengadilan anak, untuk membantu kelancaran dalam proses 
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3.3 Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu 
lintas 
Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal berdasarkan Pasal 23 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ialah 
pidana pokok dan pidana tambahan, selain itu pada Pasal 24 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal dapat 
pula dijatuhi berupa tindakan. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh data 
berupa salinan putusan dengan Nomor Perkara 161/Pid.Sus/2013/PN.Ska 
sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa STEFANUS HENDRA KRISTANTO Bin 
IRAWANKRISTANTO, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 
pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2013 , 
atau masih dalam rentang waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di 
Jl. Slamet Riyadi tepatnya di simpang 3 (tiga) Jl. Imam Bonjol Pasar 
kliwon Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, 
telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
menyebabkan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan orang lain 
meninggal dunia. 
 
Sebagai Pembanding Putusan daerah Hukum Sleman dengan Nomor 
Perkara 156/Pid.Sus/2013/PN.Slmn sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa MR.A, Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 
sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di Kab.Sleman atau di tempat lain 
setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Sleman Mengemudikan Kendaraan 
Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu 
Lintas dengan korban meninggal dunia. 
Berdasarkan hasil penelitian di Kota Surakarta, pada kenyataannya 
hakim dalam memberikan putusan sering kali menyimpangi rekomendasi 
berupa penelitian masyarakat karena terkadang hakim memiliki keyakinan 
untuk menilai petunjuk yang ada dalam persidangan, misalnya keterangan 
saksi dan terdakwa serta kesesuaian alat bukti. Salah satu faktor yang 
mempengaruhinya karena balai pemasyarakatan (BAPAS) hanya mencakup 





keseluruhan. Balai pemasyarakatan hanya memiliki wewenang melakukan 
wawancara dengan pelaku bukan dengan korban. 
Secara garis besar terdapat teori tentang tujuan pemidanaan,yaitu:
16
 
Pertama, Teori absolut atau teori pembalasan (retributive vergeldings 
theori), berdasarkan teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 
telah melakukan suat kejahatan atau tindak pidana. Pidana hanya merupakan 
akibat mutlak yang harus ada sebagai suat pembalasan kepada orang yang 
sudah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada ada 
atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Kedua, Teori relatif atau teori tujuan 
(utilitarian doeltheori), menurut teori ini proses pemidanaan bukanlah untuk 
memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan tidak mempunyai 
nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. 
Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang 
telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan 
tertentu yang bermanfaat. Ketiga, Teori Gabungan. Pidana mempunyai 
berbagai pengertian antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam 
masyarakat atau prevensi general dan prevensi special atau pencegahan 
kejahatan dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak 
melakukan tindak pidana lagi. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh data 
berupa salinan putusan dengan Nomor Perkara 161/Pid.Sus/2013/PN.Ska 
sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan terhadap diri 
terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang 
meringankan yaitu terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan 
mengakui terus terang akan perbuatannya, antara keluarga terdakwa 
dan keluarga korban sudah tercapai kesepakatan perdamaian, 
terdakwa masih sekolah dan ada keinginan agar sekolahnya tidak 
terganggu atas kejadian ini, terdakwa sangat menyesali atas kejadian 
ini dan berjanji akan lebih berhatihati dikemudian hari. Kemudian hal-
hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa berakibat korban 
meninggal dunia. 
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Pertimbangan hukum yang diambil sebelum menjatuhkan Putusan 
tersebut adalah: telah mendengar keterangan 4 orang saksi, terdakwa 
membenarkan keterangan saksi dalam BAP. Ada kesesuaian antara 
keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti,  unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) 
ke-4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terpenuhi, hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan (belum layak mengendarai kendaraan 
bermotor, terus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, 
sudah minta maaf dan berdamai dengan keluarga korban. 
Sebagai pembanding di sini ditampilkan Putusan Pengadilan Negeri 
Sleman dengan Nomor Perkara 156/Pid.Sus/2013/PN.Slmn sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, harus 
dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu hal yang memberatkan 
terdakwa belum layak untuk mengendarai kendaraan bermotor. 
Kemudian hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa berterus terang, 
mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa sudah 
meminta maaf dan berdamai dengan keluarga korban. 
 
Pertimbangan hukum yang diambil sebelum menjatuhkan Putusan 
tersebut adalah: telah mendengar keterangan 5 orang saksi, terdakwa 
membenarkan keterangan saksi dalam BAP. Ada kesesuaian antara 
keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti,  unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) 
ke-4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terpenuhi, hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan (belum layak mengendarai kendaraan 
bermotor, terus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, 
sudah minta maaf dan berdamai dengan keluarga korban, mengaku belum 
pernah dihukum sebelumnya, ingin melanjutkan sekolahnya. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh data 
berupa salinan putusan dengan Nomor Perkara 161/Pid.Sus/2013/PN.Ska 
sebagai berikut: 
Menyatakan terdakwa: STEFANUS HENDRA KRISTANTO 
Bin IRAWAN KRISTANTO, tersebut diatas telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang berakibat 
orang lain meninggal dunia”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 





tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan Putusan 
Hakim diberi perintah lain atas alasan, terdakwa sebelum waktu 
percobaan selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan berakhir telah 
bersalah melakukan suatu tindak pidana; Menyatakan lamanya waktu 
terdakwa ditahan dalam tahanan Kota dikurangkan sepenuhnya dari 
pidana yang dijatuhkan apabila terdakwa menjalani pidanannya; 
Memerintahkan barang bukti berupa: 1(satu) unit KBM Sedan VW 
Nopol B 1901 WEN, STNK KBM sedan VW Nopol B 1901 WEN 
dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa; 1(satu) unit 
sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD 6719 GU, STNK sepeda 
motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD 6719 GU dan SIM S atas nama 
ANDI KRISTIYANTO dikembalikan kepada yang paling berhak 
melalui saksi Ny. FITRIA IDA MARUTI; Membebani terdakwa 
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.-(seribu rupiah);      
 
Sebagai pembanding di sini ditampilkan Putusan Putusan Pengadilan 
Negeri Sleman dengan Nomor Perkara 156/Pid.Sus/2013/PN.Slmn sebagai 
berikut: 
Menyatakan bahwa terdakwa MR.A telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan 
kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan 
lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa MR.A tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan bahwa 
terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila di 
kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena 
Terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 ( dua ) tahun , melakukan 
perbuatan yang dapat dihukum, menetapkan barang bukti berupa: 1 
(satu) unit SPM Honda NF No.Pol AB 2231 WN, 1 (satu) lembar 
STNK Honda NF 100 No.Pol AB 2231 WN dikembalikan kepada 
(Ibu Terdakwa), membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp2.000,- ( dua ribuRupiah). 
 
Seorang Hakim yang bijaksana apabila akan menetapkan amar 
putusan maka terlebih dahulu ia akan mempertimbangkan dengan cermat 
tentang manfaat serta dampak apa yang akan dicapai dari penjatuhan sanksi 
pidana tersebut, mengingat bahwa pelaku adalah anak yang belum dewasa. 
Apabila seorang Hakim tidak dapat bersikap bijaksana dalam manjatuhkan 
sanksi pidana serta tidak memperhatikan teori tujuan pemidanaan dalam 
hukum pidana, maka akan berdampak pada terdakwa yang menerima sanksi 





demikian, maka seorang Hakim yang bijaksana pasti akan secara cermat dan 
teliti mempertimbangkan kesesuaian atas dasar-dasar pertimbangan yang 
digunakan dengan teori tujuan pemidanaan. 
Mengingat mengenai teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana 
guna mencari alasan pembenar terhadap penjatuhan sanksi pidana, dapat 
ditentukan melalui 3 teori, yaitu: Teori Absolut yaitu bahwa tindakan 
pembalasan di dalam penjatuhan pidana ditujukan pada penjahatnya adalah 
bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana 
bertujuan supaya pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan 
melanggar hukum yang berlaku dalam masyarakat. Apabila anak pelaku 
dalam kecelakaan lalu lintas hanya diberikan teguran atau nasihat maka 
berdasarkan teori ini hal tersebut tidak dapat membuat pelaku jera. Teori 
Relatif adalah teori yang mencari dasar hukum pidana dalam 
menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk 
prevensi terjadinya kejahatan. Seperti yang dialami oleh terdakwa Stefanus 
Hendra Kristanto sesuai dalam berkas pengadilan nomor 
161/Pid.Sus/2013/PN.Ska, dalam perkara tersebut terdakwa melanggar 
ketentuan Pasal 310 ayat (4) KUHP dan dijatuhi sanksi pidana penjara 
selama 8 (delapan) bulan. Hal tersebut tidak perlu dijalani kecuali 
dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberi perintah lain  atas alasan 
terdakwa sebelum waktu percobaab selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) 
bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Oleh sebab itu 
Hakim menggunakan teori relatif dalam menjatuhkan sanksi bagi terdakwa, 
yaitu bahwa tujuan dari pemidanaan adalah besifat menakut-nakuti.  
Dengan demikian terdakwa akan jera dan tidak mengulangi 
perbuatannya lagi. Teori Gabungan adalah perpaduan antara teori absolut 
dan relatif. Jadi pertimbanagn Hakim harus sesuai teori tujuan pemidanaan. 
Hakim yang bijaksana adalah Hakim yang menjatuhkan putusan dengan 
memperhatikan hal yang meringankan dan memberatkan serta 







4.1 Kesimpulan  
Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas 
maka pertanggungjawaban anak berbeda dengan pertanggungjawaban orang 
dewasa begitu juga dalam prosedur penyelesaian, dimulai dari penyidik anak 
sampai pada hakim anak pada Pengadilan Negeri dengan memperhatikan 
hak-hak anak secara khusus. Pertama,  pertanggungjawaban anak ditandai 
dengan batasan usia, berdasarkan berbagai peraturan batas usia dikatakan 
anak yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terhadap 
tindak pidana adalan pada usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun namun 
lebih dari 12 (dua belas) tahun. Kedua, prosedur penyelesaian hukum 
terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yaitu dengan 
memperhatikan Pengadilan anak dan Perlindungan anak, Penyidik anak, 
Penuntut Umum anak, Hakim anak, Penasihat Hukum, dan Petugas 
Kemasyarakatan. Ketiga,  pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku dalam 
kecelakaan lalu lintas dijatuhkan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Anak 
dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. 
4.2 Saran 
Ditujukan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik 
Indonesia dan Pengadilan Negeri khususnya pada wilayah hukum Kota 
Surakarta. Pertama, seharusnya prosedur dalam penyelesaian perkara 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan 
penanganannya yang berbeda dengan oraang dewasa dengan menunjuk 
secara khusus untuk anak aparat penegak hukum sebagai Penyidik, Penuntut 
Umum, dan Hakim. Kedua, hakim anak dalam menjatuhkan pidana terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana maka harus memperhatikan hal yang 
meringankan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, 
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